GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 144 TAHUN 2021
TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa dalam rangka pengamanan administrasi dan
kejelasan status kepemilikan barang telah ditetapkan
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 36
Tahun 2017 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Penggolongan Dan
Kodefikasi Barang WMilik Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
termasuk perubahan terhadap Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Baratf;

bahwa Peraturan Gubernur sebagimana dimaksud
dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi saat
ini, sehingga perlu diganti;

bhahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Baraf;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);
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Undang-Undang Nomor .1 Tahun "2004 tentang |

Perbendaharaan Negara (Lembai an Negara - Repubhk o

Indonesia Tahun 2004 Nomor -5, Tambahan Lembalan-f’:'- B

Negara Republik Indonesia Nemr:)r 4355); ARt
Undang-Undang Nomor 12 Tahun - 2011 tentmlg"_.f

Pembentukan Peraturan Pemndmg"wndRﬂgan S

(Lembaran Negara Republilk Indonésia' Tahun 2011 -

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara - Republik © 0.
Indonesia Nomor 5234). sebagaimana telah diubah & = - 0
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 . . -
tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 12 .|
Tahun 2011 t{entang Pembentukan = Peraturan. =
Perundang-Undangan (Lembaian - Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan"_!-'

Lembaran Negara Republik: Indones;a Normor 6398)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang":..f._:.f- :
Pemerintahan Daerah (Lembalan Negara Repubhk:'j‘:

Indonesia  Tahun 2014 Nomor = 244,  ‘Tambahat -

Lembaran Negara Republik Indanema Namar 5587) o
sebagaimana telah diubah ‘beberapa kali dan terakhir = -
dengan Undang-Undang Nomor. 11  Tahun 2020 0 -
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubhk’_'_{_-._ et
Indonesia  Tahun - 2020 Noror = 245, Tambahan'_:-

Lembaran Negara Rep‘"ab}ik Indonesia Nem&r 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang} ST
Pengelolaan Barang Milik | Negara/Daerah {Lemban anf:_{ e
Negara Republik Indonesia . Tahun 2014 Nomor 92, =
Tambahan Lembaran Negara ‘Republik Indcnes:na_} o
Nomor 5533] sebagaimiana ‘telah  ditubah cdengan
Peraturan Pemerintah' Nomor 28 Tahun 2(}20 tentang o
Perubahan Atas Peraturan ~Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Fengelciaan ‘Barang M1111{?I':‘_:_"-
Negara/Daerah (Lembaran Negara- Repu’blﬂ{ Indcanema- S
Tahun 2020 Nomor 142,°T amba_han Lembaran Negara{? L

Republik Indonesia N()rnor 652‘%)

Peraturan Menteri Dalam’ Negerl Nomor 56 Tahun-:';__f:'-_;". '_ SER s
2015 tentang  Kode dan Data Wilayah Admimstras;‘; gors iy
Pemerintahan  (Berita . Negara = Repubhk Indanema_:_;ﬁ__

Tahun 2015 Nomor 1(}45)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015__5 Lot Al
tentang Pembentukan Produk  Hukum, Daerah (Berzta.-_ﬁ_ﬁ S
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomoz 2036)
sebagaimana telah diubah deng:fan Peraturan Menteri ¢
Dalam Negeri Nomor: 120 Tahun @ 2018 ‘tentang =~ =
Perubahan ' Atas - Peraturan ‘Menteri: Dalam Negeri =~ o
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan . Produk -
Hukum Daerah (Berita: Negaza R@pu‘bhk Indonesza}?___.}”- e

Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Négeri N@mcr 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang - Milik Daerah

547);

(Berita Negara Republik’ Indﬁnema Tahun 2016 Nomor'_;'_'_."_._ ;:-: s




10. Peraturan . Menteri - Dalam Negem Nomor 108 ’I‘ahun'gi:_'-'j
2016 tentang Peﬂggclongan dan " Kodefikasi - Barang™ .0
Milik Daerah (Berita Negara Repubhls. Indones:ta Tahun:__ R

2016 Nomor 2083);

11. Peraturan Menteri Dalam I\Iegem Nomor 77 Tahun 2()20:1:- e
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah';f:;;._';.,.
(Berita Negara Republik Indonema Tahun 2020 Nomor i B

1781);

12. Peraturan Daerah = Nomor 8 Tahun 2(}16 tentang e
Pembentukan dan Susunan Pérangkat Daerah Provinsi -
Kalimantan Barat sebagaimana’ telah diubah b@berapa*'_-j SR
kali dan terakhir dengan’ Peraturan Daerah Nomor 5 . . . |
Tahun 2021 tentang Perubahan:Kedua Atas’ Peraturan'_-t'-z”_ EHCN b
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan = i
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan = =
Barat (Lembaran Daerah P rovinsi. Kalimantan Barat

Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan: Lembaran Daerah 4
Provinsi Kalimantan Barat NOI’HGI' 5} i i

13. Peraturan Daerah  Nomor - Tahun 2019 tentang':'_:._z:;
Pengelolaan Barang Milik- Daerah (Lem’baran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat  Tahun. 2019 Nomor

Tambahan Lembaran - Daerah PI‘OVII’1$1 Kahmantan :

Barat Nomor 2)

14. Peraturan  Gubernur - Nomor 64 ’i‘ahun 2019_ : tmt&ng_.::_"'__.:-“

Kedudukan, : Susunan Orgamsam Tugas dan ‘Fungsi;
Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daérah
Provinsi Kalimantanh Barat: (Berita Daelah Provmsx-}': :
Kalimantan Barat Tahun- 2019 Nomor 65] e

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR "I‘EN’I‘ANG PENG(}DLO NGAN DAN{;’-:_:---

KODEFIKASI BARANG MILIK- DAERAH DI LINGKUNGAN:'_ o

PEMERINTAH PROVINSI I&’ZLALIMANTAN BARAT

KETENTUAN UMUM " -
_ Pasal 1 :

Dalam Peraturan Gubernur ini, ya'ng dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Kahmantan Barat

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur - S&bagai Unsur penyelemggar'
Pemerintahan  Daerah  yang = memimpin peiaksanaan ‘urusa
pemermtahan yang men _}adl kewenangan da@rah Provm& Kahmantan;._-_-

3. Gubernur adalah Gubernur Kahmamtaﬂ Barat

Barang milik daerah adalah’'semua bamng y'ang dzbeh atau d1per0‘ieh
atas beban APBD atau berasal dari pemlehan lamnya yang sah g

5. Pemegang kekuasaan penge‘ic;laan barang rmhk ciaerah adalah Gubemur




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16,

17.

18.

19,

20.

21.

Pengelola Barang Milik Daerah yzmof selan Jutﬁ va dzsebut Peﬂgelola_'_ A A
Barang adalah pejabat yang berwenang  dan - bertanggung;awab___j_'. I R

melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat aﬁafiah pengeiala barang_.-; L

milik daerah.

Perangkat Daerah yang selanj jutnya dlsmgkat PD adaiah p&mngkat_:f’ ' s
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang mﬂzk daerah Ve

Pejabat Penatausahaan Barang adalah - Kepah Perangkat Daerah yang S

mempunyai fungsi pengelolaan barang ﬁu,hk daerah selaku Pejabat'j. S

Pengelola Keuangan Daerah.

Pengguna Barang adalah Kepa]a Perangkat Daerah atau peya'ba‘t_:_5:.:"':_:'-*'1:-.' _. ;'f_':_.;

pemegang kewenangan penggunaan barang mlhk daerah _i S

Unit kerja adalah bagian Perangkat Daezah yang meiaks;anakan Sam o

atau beberapa program,

Kuasa Pengguna Barang Milik. Daerah selan Jumya dzsebl it s;ebaga:. Kuasa'j;; e

Pengguna Barang adalah kepala unit keérja atail pe Jabat} ang_ dztunjuk
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang mﬂi €
berada dalam penguasaannva d&ngan seba;k~bmkny& o

Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daarah yaﬁg selan Jutﬂya.:f':;' L

disingkat PPK-PD adalah Pejabat yang’ melaksanakan f ngs:t ta‘ta usaha

keuangan dan barang pada Perangkat Daer al. -

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang wian Jutnya ci:isebui seb&gavt".."ff': e
PPPB-PD adalah PPIK-PD atau Pejabat yang melaksaﬂakan f ungs1 _T:a

usaha barang milik daerah peda P@ﬁggnna Bamng

Pengurus Barang Milik - Daerah yang selan}umya dzsebut Pengurus
Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan- thgsmnal Umurn yang
diserahi tugas mengurus barang o

Pengurus Barang Pengelola adalah pegaba‘t y.gmg dz&emhl mgas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, . dan | meﬂa‘causahakan b
milik daerah pada Pejabat Penatausahaaﬁ Barang : :

Pembantu Pengurus Barang Pengeiola adalah’ p&ngums bamng yazf
membantu dalam  penyiapan = administrasi maup‘un L
penatausahaan barang milik daerah pada Pengeiola Barang s

Pengurus Barang Penggurza adakm Ja‘ba‘tan Fungswnal {Umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakm
barang milik daerah pada P&nggl:ma Baraﬁg : : :

Pembantu Pengurus Barang P@ngguna adalah pegawal yang bertmdak‘
selaku Penyimpan Barang Pengguna untuk: membaﬂtu datam’ penyiapan
administrasi maupun teknis penataugahaan _bm zmg mﬂzk daﬁrah pada'
Pengg una Barang. : - : b s

Pengurus Barang Pembantu adaiah pegawm ye'mg dlserahl'

menerima, — menyimparn, m@ﬂgeiuarkfm, _ menatausahakan - da
mempertang.oungiawabkan barang mﬂlk daerah pada Kuasa Pengguna :

Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pembaﬂm adalah pegawal yang bertmdak
selaku Penyimpan Barang Kuasa Pengguna untuk membantu da"iam-__
penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan bazang mzhk-'

daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
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22. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara smtema‘ak
ke dalam akun, kelompok, jenis, a‘b Jek, rincisn - eb gek, sub mmmm
objelkt dan subsubrincian objek. - :

23. Kodefikasi Barang adalah pembeman k@d@ ' barang mhk daemh
sesual dengan penggolongan masing-masing barm‘zg mﬂlk daerah,

BAB 11 -
RUANG LINGKUP
Pagal 2

(1) Ruang linglcup Peraturan Gubemut‘ ini mehpuﬂ
a. kode register;
b. kode barang; dan
c. kode lokasi.

{(2) Penjelasan tentang kode register,-: kode - barang - dﬁn kode 101@31 _;; i
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum  dalam Lamplran Lo
Lampiran II dan Lampiran Il yang mezupakan bagian yang tldak_é; SR

terpisahkan dari Peraturan Gubernur irii.

BAB T
KODE REGISTER
- Pasal 3

(1) Kode 1eglsf:81 sebagaimana dlmaksud dala:m Pasal 2 ayat (1) _j};‘ilirjt;f a
a. kode lokam dan tahun perolehan dan
b. kode barang dan nomor urut pefﬂdaf ‘i:aran

(2) Kode Register terdiri dari 2 (dua puluh empat) angka/dlgxt k:e)dﬁ lokas;f
ditambah 4 (empat) angka/digit tahun “perolehan dan 12 (Sepuluh)'.
angka/digit kode barang ditambah 6" (enam) angka/cilgzt n@m@r umtf‘
pendaftaran barang, AT

(3) Kode register sebagaimana dzmaksud pada ayat { 1) mempakmm;,ldenmas_
barang yang dipergunakarn sebagm tanda pengenalﬂahe} “dan:
diberikan/dilekatkan pada setiap barang milik Pemﬁrmtah Daemh dan
dapat ditambahkan kode register: dalam bentuk kode batang (barcode

(4) Setiap barang milik daerah - dzbemkan Iabel kade register Sebagmma _a'
dimaksud pada ayat (3). _ S

(5} Dikecualikan dari ketentuan gﬁbagaimana dlmaksud pada ayat (4) yaytu e

terhadap barang milik daerah yang berup&
persediaan;

aset tetap renovasi (ATR);

konstruksi dalam pengerjaan (KDP)
alcumulasi penyusutan;

alcumulasi amortisasi; o

aset tidak berwujud (ATB); dan § LR e
barang milik daerah 1a1:t'mya vang dltetapkmz oleh Gubemt}r ':-';1'_.

R Qoo

KARD FERANGBAT ;;'sm@m_n' T R e
FuEow | PEMEARARA ST U T

-1-1""""




BAB IV
KODEBARANG
Pasal 4

(1) Kede berang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,
tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang fidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman
bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan kodefikasi yang

menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode Lo |
rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub’ rincian ob Jeﬁki L

barang milik Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal kode barang pada sub-sub rincian objek belum “tertuang' =

sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka mempergunakan kode.
barang sub-sub rincian objek lainnya. '

Pasal 5

Kode barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
level 1 menunjukkan kode akun;

level 2 menunjukkan kode kelompolk

level 3 menunjukkan kode jenis;

level 4 menunjuklkan kode objek;

level 5 menunjukikan kode rincian objek;

level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan

level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

@ e a0 o

BABV
KODE LOKASI
Pasal 6

(1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf'c,
tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang t1da1¢;
ferpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Kode lok asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakeun pédcman_'_zf o
bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan kode lokasi yang . =~ .
menggambarkan lokasi masing-masing barang milik Pemerintah Daerah. . = .

Pasal 7
(1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: -
a. barang milik pemerintah pusat (kode OO);
b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11); coe T
c. barang milik pemerintah daerabh kabupaten/kota (kode 12); dan
d. barang milik lainnyva {kode 13).

(2) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah provinsi '-s'ebé_igaim_’ana o
dimaksud pada ayat {1} huruf b merupakan kode lokasi untuk memenuhi

kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penydjian nerach
Pemerintah Daerah. : o

(3} Kode lokasi barang sebagaitmana dimaksud pada ayat (1) 'h_tir_uf A, huruf.c
dan huruf d, digunakan oleh Pemerintah Daerah apabila terdapat barang

milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah kabupaten/kota, dan: .
barang milik lainnya yang berada pada Pemerintah Provinsi Kallman’can- '

Barat.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur =
Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Penggolongan .dan. =
Kodefikasi Barang Milik Daerah di  Lingkungan Pemerintah - Provinsi .
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 .
Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan =~
Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Penggolongan Dan
Kodefikasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pefnerintab - Provinsi =~
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 202()_ e
Nomor 113}, dicabut dan dinyatakan tidak berlakn. -

Pasal ©

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal (;imndangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuxan )

Gubernur im dengan penempatannya dalam Berita Daerah mensri-- -
Kalimantan Barat. _ e

Ditetapkan di P(mﬂanak i

RGUBERNUR KALIMANTAN BARAT l‘

Diundanglkan di Pontianak

pada tanggal ©F el dads

Pi.BEKRETARIS DAERAH PROVINSI
ANTAN BARAT, ¢

YyAMUEL

BRRITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR %f:f S




